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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal,

telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Isnaniah binti Darmawi, NIK 6307104805930001, tempat dan tanggal
lahir Tandilang, 09 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Desa Tandilang, RT 04, RW 02, Kecamatan Batang Alai
Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya
disebut Penggugat;

melawan,

Akhmad Rudini bin Saderi, tempat dan tanggal lahir Batu Tangga, 26
Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa
Batu Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Desa Batu
Tangga, RT 06, RW 02, Kecamatan Batang Alai Timur,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
bertanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Barabai pada har Rabu tanggal 15 Juni 2022 dengan register
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perkara Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Brb telah mengajukan gugatan yang

berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu
Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/02/X/2014
tanggal 10 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di umah orang tua Penggugat di Desa Tandilang
sekitar 4 hari, di umah orang tua Tergugat di Batu Tangga sekitar 3
tahun dan terakhir di umah bersama di Desa Batu Tangga sekitar 4
tahun bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan
sudah dikaruaniai anak 2 orang, yang bernama :

2.1. Nadiatul Husna binti Akhmad Rudini, yang berumur 5 tahun;

2.2. Naswa Nadzira binti Akhamd Rudini, yang berumur 7 bulan;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun
dan harmonis dialami Penggugat sekitar 1 tahun, yakni pada tahun
2015, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan:

3.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat
pernah melihat sendiri Tergugat bersama wanita lain
dibelakang rumah;

3.2. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu
dibesar-besarkan Tergugat, bahkan sampai berkata-kata kasar
seperti bodoh, tidak punya akal, tidak pintar, dan sering
melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul,
mendurung, dan mencekek leher;

4. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat
dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga umah tangga
masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak

berhasil;
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5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24
Maret 2022, yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada
Penggugat seperti mencekek leher dan menyeret Penggugat. Setelah
perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah
orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas;

6. Bahwa sejak pada tanggal 24 Maret 2022 hingga saat ini tanggal 15
Juni 2022 selama 2 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat
untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak
bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada
harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal
bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan
anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap
anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan
dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai Perangkat Desa Batu
Tangga dengan penghasilan sejumlah Rp2.600.000.- (dua juta enam
ratus ribu rupiah), per bulan, maka anak Penggugat dan Tergugat
masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan
dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir
sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk
memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang diberikan melalui
Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut
dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20
(dua puluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai Cg. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai
berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Akhmad Rudini bin

Saderi) dengan Penggugat (Isnaniah binti Darmawi);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang
bernama:
a. Nadiatul Husna binti Akhmad Rudini, yang berumur 5 tahun;
b. Naswa Nadzira binti Akhamd Rudini, yang berumur 7 bulan;
dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk
mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan
anak sebagaimana diktum 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp1.500.000,-

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui

Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak

tersebut dewasa/mandini dengan kenaikan sebesar 10(sepuluh)
sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya
pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:
Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami
isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai
maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Dra. Hj.
Noor Asiah, sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor
302/Pdt.G/2022/PA Brb;
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Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 06 Juli 2022,
menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam setiap proses persidangan Hakim telah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina
rumah tangga, dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat
mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut gugatannya
sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka
proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak
perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita
acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan
kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka
untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun
2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara
ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah
dilaksanakan dengan Dra. Hj. Noor Asiah, sebagai mediator, namun
dengan hasil mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi
tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim
dalam setiap proses persidangan selalu mengupayakan perdamaian, dan
atas upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Hakim, Penggugat

menyatakan berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun untuk
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membina rumah tangga maka Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan
pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum
Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan pertimbangan di atas,
sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara
dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang

berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
302/Pdt.G/2022/PA.Brb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam
register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh
kami Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., yang berdasarkan Surat Penunjukan
Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal
15 Juni 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasar adanya
Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung
Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
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Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag., sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 480.000,00
- PNBP ‘Rp 30.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
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